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ABSTRAKStatus Hukum ketenagakerjaan dalam tatanan hukum Nasional Indonesia secarateoritis dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga) wilayah, yaitu bidang administrasi, bidang hukumdan hubungan  bidang perdata dan pidana, yang dilakukan oleh pekerja/ buruh denganpengusaha termasuk dalam bidang hukum perdata. Namun, selama proses manufaktur,implementasi dan mengakhiri hubungan dikendalikan oleh pemerintah. Jika selama prosesini ada pelanggaran (tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak berlaku, dapat diterapkansanksi pidana. Berdasarkan ini mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana kebijakanhukum pidana terhadap tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, bagaimana penetapantujuan normatif mengenai hubungan kerja. Hasil penelitian dan diskusi untuk menjelaskankebijakan hukum pidana terhadap resiko kejahatan di bidang ketenagakerjaan adalahketentuan peraturan mengenai masalah hukum pidana dalam kaitannya dengan masalahketenagakerjaan di Undang-Undang yang bersifat Nasional yang bertujuan untukmempertahankan sinkronisasi hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja danmenempatkan fungsi pemerintah sebagai harmonisasi pengusaha dan pekerja. Tujuanpengaturan normative mengenai hubungan kerja adalah untuk menjaga ketertiban hubungankerja antar pengusaha dan pekerja.
Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Hukum Pidana, Tindak Pidana,
Ketenagakerjaan
ABSTRACTStatus of employment law    in the national legal order Indonesia theoretically can beseparated into three areas, namely the areas of administration, the field of civil and criminalfields. Relationships law made by workers / laborers with employers included in the field ofcivil law. However, during the manufacturing process, implementation, and an end to therelationship controlled by the government. If during these processes there is a violation (notin accordance with applicable regulations), it can be applied to criminal sanctions. Based onthis it raised the question of how the criminal law policy of the offenses in the field ofemployment, how goal setting normative regarding labor relations. The results of researchand discussion to explain policies Criminal Law Against Crime in the Field of Employment isthe regulation of provisions regarding the issue penal law in relation to employment issuesin the legislation which is national that aims to maintain synchronization of the workingrelationship between employers and workers and put the government functions as afunction harmonization between employers and workers. Goal setting normative concerningthe employment relationship is to maintain order tangle working relationship betweenworkers and employers.
Keyword : Criminal police, Criminal Law, Imployment
I. PendahuuanPenggunaan upaya hukum, termasuk hukumpidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalamkebijakan penegakan hukum. Disamping itu,karena tujuanya untuk mencapai
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kesejahteraan masyarakat pada umumnya,maka kebijakan penegakan hukum inipuntermasuk kedalam kebijakan sosial, yaitusegala usaha yang rasional untuk mencapaikesejahteraan masyarakat. Sebagai suatumasalah yang termasuk masalah kebijakan,penggunaan hukum pidana sebenarnya tidakmerupakan suatu keharusan. Tidak adakemutlakan dalam bidang kebijakan, karenapada hakikatnya dalam masalah kebijakanpenilaian dan pemilihan dari berbagaimacam alternatif. Dengan demikian, masalahpengendalian atau penanggulangankejahatan dengan menggunakan hukumpidana, bukan hanya merupakan problemsosial seperti dikemukakan oleh Packerdiatas, tetapai juga masalah kebijakan (the
problem of policy).1Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatandapat dipidana, kecuali berdasarkankekuatan ketentuan perundang-undanganyang telah ada sebelumnya. 2 Salah satupersoalan hukum yang merupakan jugapermasalahan hukum dewasa ini adalahperihal kebijakan hukum pidana di bidangtindak pidana ketenagakerjaan.Imam Soepomo sebagaimanadisebutkan dalam bukunya Abdul R.Rudianto mendefinisikan bahwa hukumketenagakerjaan adalah hukum yangmengatur hubungan antara pengusaha,pekerja dan pihak-pihak lain dengan tujuanutama memberi perlindungan kepadapekerja.3 Definisi ini disampaikan denganalasan:1. Hubungan yang diatur oleh hukumketenagakerjaan terutama adalahhubungan antara pengusaha denganburuh,
1Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam
Hukum Pidana, (Bandung: Nusa Media), 2010, hal20. 2 Andi Hamzah, KUHP dan
KUHAP,(Jakarta: Rineka Cipta), 2007,  hal  3.3Abdul R. Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Indeks), 2011, hal 15.
2. Pada tahap berikutnya, hubungan yangdiatur oleh hukum ketenagakerjaanadalah hubungan antara pengusahadengan pihak-pihak lain, atau hubunganantara pekerja dengan pihak-pihak lain.3. Tujuan utama hukum ketenagakerjaanadalah memberikan perlindungankepada buruh.4Sedangkan Zaeni Asyhadiemenggunakan istilah hukum kerja sebagaiserangkaian peraturan yang mengatur segalakejadian yang berkaitan dengan bekerjanyaseseorang pada orang lain dengan menerimaupah.5 Satu ciri khusus hukumketenagakerjaan ialah bahwa cabang inimerupakan percabangan hukum yang sangatfungsional (functional field of law) yangmengkombinasikan semua percabanganhukum lainnya berkenaan dengan temakhusus bekerja di bawah majikan(subordinated labour). Sifat dasar hukumperburuhan ini tidak mudah untukdiklasifikasikan mengikuti pembagiantradisional percabangan sistem hukum.6Banyak masyarakat yang masihmelihat bahwa hukum ketenagakerjaanhanya sebatas hubungan pengusaha danpekerja atau sebatas permasalahan perdata.Padahal melihat dari definisi yang telahdijelaskan oleh Imam Soepomo dan cirikhusus yang ada dalam hukumketenagakerjaan dapat dikatakan bahwahukum ketenagakerjaan adalah hukumpublik, yang meliputi hukum administrasidan juga hukum pidana. Dimana pemerintahbisa masuk dan ikut campur dalampelaksanaanya.Berdasarkan sifatnya, hukumketenagakerjaan memiliki kedudukan dalamtata hukum nasional Indonesia pada bidanghukum administrasi, hukum perdata, dan
4Ibid.5Zaini Asyhadi, Hukum Kerja, ( Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada), 2007, hal  3.6 Budi Santoso, Bab-Bab tentang Hukum
Perburuhan, (Bali : Pustaka Larasan), 2012, hal 131.
Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016 ISSN No: 1979 – 8652
156
hukum pidana.Berdasarkan uraian di atas, makadapat dijelaskan bahwa kedudukan hukumketenagakerjaan dalam tata hukum nasionalIndonesia secara teoritis dapat dipisahkanmenjadi 3 bidang, yaitu bidang administrasi,bidang perdata, dan bidang pidana. Namundalam praktiknya harus dijalankan secarabersamaan karena berhubungan satu denganyang lainnya. Hubungan hukum yangdilakukan oleh pekerja/buruh denganpengusaha termasuk dalam bidang hukumperdata. Namun selama proses pembuatan,pelaksanaan, dan berakhirnya hubungantersebut diawasi oleh pemerintah dalamrangka menjalani 3 fungsinya. Apabilaselama proses-proses tersebut terdapatpelanggaran (tidak sesuai dengan peraturanyang berlaku), maka dapat diterapkan sanksipidana.Berkaitan dengan perihal kedudukanhukum ketenagakerjaan di bidang hukumpidana maka perlu diterapkan kebijakanhukum pidana sehingga masalah pidanayang berhubungan dengan ketenagakerjaandapat ditegakkan pada bumi yang beradabdan bertata krama ini.Berdasarkan ketentuan Pasal 176ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan diamanahkanbahwa pengawasan ketenagakerjaandilakukan oleh pegawai pengawasketenagakerjaan yang mempunyaikompetensi dan independen guna menjaminpelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.Untuk itu apabila terjadi tindakpidana ketenagakerjaan, maka yang harusdilakukan adalah melaporkan kepadaPegawai Pengawas ketenagakerjaan padainstasi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan padapemerintah pusat, pemerintah provinsi danpemerintah kabupaten/kota.Suatu hal yang menarik untuk dikajidalam kaitannya dengan kebijakan hukumpidana terhadap tindak pidana di bidang
ketenagakerjaan ini adalah kentalnyamasalah keperdataan dan masalahadministrasi negara dalam hukumketenagakerjaan sehingga jarang sekaliditemukan kasus-kasus kepidanaan yangberkaitan dengan masalah ketenagakerjaan.MeskipunMeskipun Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adamengatur dalam pasal-pasalnya perihaltindak pidana ketenagakerjaan, tetapi baikitu pekerja maupun organ-organ lainnyayang terkait dengan hubungan kerja kurangmemahami makna tindak pidanaketenagakerjaan. Oleh sebab itu makapeneliti mengajukan penelitian denganmengangkat judul "Kebijakan Hukum PidanaTerhadap Tindak Pidana di BidangKetenagakerjaan (Studi Kasus PadaPengadilan Negeri Lubuk Pakam)".
I. Perumusan MasalahSehubungan dengan hal-hal tersebutdiatas, maka pokok permasalahan dalampenelitian ini adalah sebagai berikut :1. Bagaimana kebijakan hukum pidanaterhadap tindak pidana di bidangketenagakerjaan?2. Bagaimana tujuan pengaturan secaranormatif perihal hubunganketenagakerjaan?3. Bagaimana penegakan hukum pidana dibidang ketenagakerjaan di PengadilanNegeri Lubuk Pakam?
II. METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat PenelitianJenis penelitian ini bersifat deskriptifanalisis, yaitu yaitu dengan menggambarkankeadaan atau suatu fenomena yangberhubungan dengan kebijakan hukumpidana terhadap tindak pidana di bidangketenagakerjaan. Penelitian deskriptif inidimulai dengan pengumpulan data yangberhubungan dengan pembahasan di atas,lalu menyusun, mengklasifikasikan danmenganalisanya kemudian meng-interprestasikan data, sehingga diperolehgambaran yang jelas fenomena yang diteliti. Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016 ISSN No: 1979 – 8652
157
hukum tersier. Berdasarkan jenis dansumber data tersebut, maka penelitian inilazim disebut penelitian kepustakaan(library research).
B. Data dan Sumber DataData dan Sumber data penelitian iniberasal dari dari data sekunder yangmeliputi:a) Bahan hukum primer, terdiri dari: (a)norma dasar atau kaidah dasar yaituPembukaan UUD 1945, (b) Peraturandasar yaitu: Tubuh UUD 1945, (c)peraturan perundang-undangan yaitu:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003Tentang ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 TentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh,keputusan Presiden dan peraturankebijaksanaan lainnya yang berkaitandengan penelitian ini.b) Bahan hukum sekunder, yangmemberikan penjelasan mengenaibahan-bahan hukum primer, misalnyabuku-buku, kertas kerja, makalah, lokakarya, seminar, simposium dan diskusidan hasil-hasil penelitian,majalah/koran, tesis dan disertasi yangada hubungannya dengan objekpenelitian ini.c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yangmemberikan petunjuk maupunpenjelasan terhadap bahan hukumprimer dan sekunder, contohnya adalahkamus, ensiklopedia dan sebagainya.
C. Metode Pengumpulan DataPengumpulan data merupakan halyang sangat erat hubungannya dengansumber data, karena melalui pengumpulandata ini akan diperoleh  data yang diperlukanuntuk selanjutnya dianalisis sesuai denganyang diharapkan. Metode pengumpulan dataada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka(library research) dan metode studi lapangan(field research). Teknik pengumpulan datadalam penelitian ini, diperoleh dari studipustaka (library research), peraturanperundang-undangan, catatan hukum,putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji gunamenentukan relavansinya dengan kebutuhan
dan rumusan masalah.
D. Analisis DataAnalisis data yang digunakan dalampenelitian ini yaitu analisa data kualitatif,dimana data yang terkumpul tidak berupaangka-angka yang dapat dilakukanpengukuran. Akan tetapi berdasarkanperaturan perundang-undangan, sertapandangan informasi untuk menjawabpermasalahan dalam studi kasus putusanpengadilan dalam penulisan ini.
III. Hasil Dan Pembahasan
A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap
Tindak Pidana di Bidang
KetenagakerjaanKebijakan dasar dalam HukumKetenagakerjaan adalah melindungi pihakyang lemah, dalam hal ini pekerja/buruh,dari kesewenang-wenanganmajikan/pengusaha yang dapat timbuldalam hubungan kerja dengan tujuanmemberikan perlindungan hukum danmewujudkan keadilan sosial. Timbulnyahukum ketenagakerjaan dikarenakan adanyaketidaksetaraan posisi tawar yang terdapatdalam hubungan ketenagakerjaan (antarapekerja/ buruh dengan pengusaha/majikan),dengan alasan itu pula dapat dilihat tujuanutama hukum ketenagakerjaan adalah agardapat meniadakan ketimpangan hubungandiantara keduanya. Untuk mencapai tujuanhukum pada umumnya, yaitu keadilan,kemanfaatan, dan kepastian hukum, makadiperlukan proses pembentukan danpelaksanaan hukum agar sesuai dengantujuan tersebut, untuk itu diperlukan politikhukum. Dalam hal ini politik hukum sebagaikebijakan dasar juga dimaksudkan sebagaisarana dalam rangka mewujudkanpembinaan hukum nasional. Akan tetapi,menurut Sunaryati Hartono, hukum bukanmerupakan suatu tujuan melainkan hanyamerupakan jembatan yang akan membawakepada ide yang dicita-citakan, ide yang dicita-citakan itu tidak lain merupakan tujuanhukum itu sendiri yaitu keadilan,kemanfaatan, dn kepastian hukum. Dalamusaha untuk mewujudkan pembinaan hukumnasional, politik hukum menentukan hukumyang seharusnya berlaku mengatur berbagai
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hal kehidupan dengan kehidupanbermasyarakat dan bernegara, yang seringdiistilahkan dengan kebijakan hukum (legal
policy).7Pemerintah (negara) harus mampumemposisikan dirinya sebagai regulatoryang bijak melalui saran pembentukan danpelaksanaan Hukum Ketenagakerjaan,dikarena- kan hukum ketenagakerjaan akanmenjadi sarana untuk menjalankankebijakan pemerintah di bidangketenagakerjaan itu sendiri.8Penggunaan upaya hukum, termasukhukum pidana, sebagai salah satu upayauntuk mengatasi masalah sosial termasukdalam bidang kebijakan penegakan hukum.Di samping itu, karena tujuannya adalahuntuk mencapai kesejahteraan masyarakatpada umumnya, maka kebijakan penegakanhukum itu pun termasuk dalam bidangkebijakan sosial, yaitu segala usaha yangrasional untuk mencapai kesejahteraanmasyarakat.9Marc Ancel pernah mengatakan,bahwa “modern criminal science” terdiri daritiga komponen “Criminology”, “Criminal Law”dan “Penal Policy”. Dikemukakan olehnya,bahwa “Penal Policy” adalah suatu ilmusekaligus seni yang pada akhirnyamempunyai tujuan praktis untukmemungkinkan peraturan hukum positifdirumuskan secara lebih baik dan untukmemberi pedoman tidak hanya kepadapembuat undang-undang, tetapi juga kepadapengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggaraatau pelaksana putusan pengadilan. 10Perhatian kriminologi terhadap masalahkebijakan penanggulangan kejahatan dengansanksi pidana terlihat pula dalam kongres-kongres internasional mengenai kriminologi(International Congress on Criminology).11Penggunaan sarana penal (hukumpidana) dalam kebijakan kriminal memilikidua masalah sentral yaitu perbuatan apa
7 Ibid, hal.2-3. Pendapat SunaryatiHartono juga dapat dilihat dalam bukunya PolitikHukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,hal.1. 8Ibid, hal.129Ibid.10 Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hal. 1911Ibid.
yang sebenarnya dijadikan tindak pidanadan sanksi apa yang sebaiknya digunakanatau dikenakan kepada si pelanggar. Masalahsentral yang pertama sering disebut dengankriminalisasi. Menurut Soerjono Soekanto,kriminalisasi merupakan tindakan ataupenetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakatatau golongan-golongan masyarakatdianggap sebagai perbuatan yang dapatdipidana menjadi perbuatan pidana ataumembuat suatu perbuatan menjadiperbuatan kriminal dan karena itu dapatdipidana oleh pemerintah dengan cara kerjaatas namanya. 12 Kriminalisasi dapat puladiartikan sebagai proses penetapan suatuperbuatan seseorang sebagai perbuatanyang dapat dipidana atau suatu prosesmengangkat perbuatan yang semula bukanperbuatan pidana menjadi perbuatan yangdapat dipidana.Sudarto berpendapat bahwa dalammenghadapi masalah sentral yang pertamamengenai kriminalisasi, harusmemperhatikan beberapa hal yang padaintinya adalah mengenai penggunaan hukumpidana harus memperhatikan tujuanpembangunan nasional yaitu mewujudkanmasyarakat adil dan makmur yang meratamateril spiritual berdasarkan Pancasila,mengenai perbuatan yang diusahakan untukdicegah atau ditanggulangi dengan hukumpidana harus merupakan perbuatan yangtidak dikehendaki yaitu perbuatan yangmendatangkan kerugian (materil dan atauspiritual) atas warga masyarakat, mengenaipenggunaan hukum pidana harusmemperhatikan prinsip biaya dan hasil, danmengenai penggunaan hukum pidana haruspula memperhatikan kapasitas ataukemampuan daya kerja dari badan-badanpenegak hukum sehingga jangan sampai adakelampauan bebas tugas (overbelasting).13Terdapat kriteria umum dalam menetapkansuatu perbuatan menjadi tindak kriminalkarena tidak semua perbuatan dapatdikriminalisasikan, kriteria umum yangdimaksud adalah sebagai
12 Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu
Pengantar, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1981, hal62. 13 Barda Nawawi Arief, Bunga
Rampai...Op.Cit., hal.28
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berikut:14a. Apakah perbuatan itu tidak disukai ataudibenci oleh masyarakat karenamerugikan, atau dapat merugikan,mendatangkan korban atau dapatmendatangkan korban.b. Apakah biaya mengkriminalisasiseimbang dengan hasilnya yang akandicapai, artinya cost pembuatan undang-undang pengawasan dan penegakanhukum, serta beban yang dipikul olehkorban, pelaku dan pelaku kejahatan itusendiri harus seimbang dengan situasitertib hukum yang akan dicapai.c. Apakah akan semakin menambah bebanaparat penegak hukum yang tidakseimbang atau nyata-nyata tidak dapatdiemban oleh kemampuan yangdimilikinya.d. Apakah perbuatan-perbuatan itumenghambat atau menghalang-halangicita-cita bangsa, sehingga merupakanbahaya bagi keseluruhan masyarakat.Terkait penjelasan mengenaikriminalisasi tersebut, dapat ditarikkesimpulan bahwa terhadap setiapperbuatan pengusaha kepada pekerja/buruhyang menimbulkan kerugian baik secaramateril maupun spiritual, perbuatan yangtidak dikehendaki oleh masyarakat (dalamhal ini khususnya para pekerja/buruh),dapat dikriminalisasi menjadi suatu tindakpidana. Terkait proses kriminalisasiterhadap perbuatan pengusaha yangmenimbulkan kerugian tersebut maka demimenegakkan keadilan dan kesejahteraanpekerja/buruh, melindungi hak dankewajiban pekerja/buruh darikesewenangan pengusaha, sertamenimbulkan efek jera kepada pengusahadibentuklah undang-undang yang mengatursecara spesifik mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikanpekerja/buruhtersebut sebagai suatu tindakpidana yang diancam dengan suatu sanksiberupa pidana, baik berupa pidanaadministratif, pidana denda, pidanakurungan, maupun pidana penjara.Menanggapi hal tersebut makapemerintah mengeluarkan beberapaperaturan perundang-undangan yangmengatur mengenai berbagai hal di bidang
14Ibid, hal. 29.
ketenagakerjaan demi terciptanyakesejahteraan para pekerja atau buruh,termasuk mengatur mengenai ketentuanpidana terhadap tindak pidana yang terdapatdalam bidang ketenagakerjaan. Hal iniberguna untuk melindungi kedudukan buruhyang masih sangat lemah di dunia kerja,sehingga negara memiliki kewajiban untukmelindungi hak dan kewajiban mereka darikesewenangan pengusaha atau majikanmereka. Seiring dengan meningkatnya lajuperkembangan pembangunan dan prosesindustrialisasi maka semakin banyak danberagam peraturan perundang-undanganyang dibuat untuk melindungi pekerja atauburuh dalam beberapa aspek serta denganmencantumkan ketentuan pidana didalamnya. Ini berarti suatu politik kriminaldengan menggunakan kebijakan hukumpidana merupakan suatu usaha ataulangkah-langkah yang dibuat dengan sengajadan sadar, memilih dan menetapkan hukumpidana sebagai saran untuk menanggulangikejahatan.Demi mencapai kesejahteraanmasyarakat, khususnya dalam hal ini adalahkaum pekerja/buruh, dan untuk mencegahterjadinya tindak pidana terhadappekerja/buruh, maka pemerintah mengambilkebijakan untuk menggunakan sarana“penal” (hukum pidana) yaitu denganmenerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yangsifatnya mengatur dan melindungi hak dankewajiban pekerja/buruh denganmenyertakan ketentuan-ketentuan pidana kedalamnya, baik yang berupa pidanaadministrasi, pidana denda, pidanakurungan, maupun pidana penjara, sehinggadiharapkan hal tersebut dapat menimbulkanefek jera dan menjadi salah satu upayapenanggulangan tindak pidana di bidangketenagakerjaan.Sebagaimana diketahui bahwanegara Indonesia adalah negara hukum,15dan satu ciri negara hukum adanyapengakuan terhadap hak asasi manusia.Sebagai negara hukum yang berdasarkan
15 Djoko Heroe S. Eksistensi Hukum
Ketenagakerjaan Dalam Menciptakan Hubungan
Kemitraan Antara Pekerja Dengan Pengusaha,Disertasi, Pascasarjana, Fakultas HukumUniversitas Brawijaya. 2006. hal. 93.
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Pancasila harus mencerminkan adanya jiwabangsa dan menjiwai, serta mendasariperaturan hukum yang berlaku dalamrangka mewujudkan kesejahteraan umumdan tata tertib, yang mengandungkonsekuensi juridis bahwa setiap wargamasyarakat dan pejabat negara, di manasegala tindakannya harus berdasarkanhukum.Istilah negara hukum (rechtsstaat)dipergunakan Rudolf von Gneist (Jerman1816-1895) abad XIX dalam karyanya: “das
Englische Verwaltungerechte” untukpemerintahan Inggris.16 Dalam EnsiklopediaIndonesia, istilah negara hukum dirumuskansebagai negara yang bertujuan untukmenyelenggarakan ketertiban hukum (tatatertib berdasarkan hukum) serta agarsemuanya berjalan menurut hukum.17Istilah negara hukum mempunyaipadanan kata pula dengan “The Rule of Law”.Hal ini dikemukakan Sunaryati Hartono,yaitu : “Oleh sebab itu, agar supaya terciptanegara hukum yang membawa keadilan bagiseluruh rakyat yang bersangkutan,pengakuan “The Rule of Law” itu harusdiartikan secara  materiil”.18Menurut Schelterma sendiri elemenrechtsstaat, yakni : Pertama, kepastianhukum (meliputi asas legalitas, undang-undang yang mengatur tindakan penegakhukum, undang-undang tidak berlaku surut,hak asasi manusia dijamin undang-undang,pengendalian yang bebas dari pengaruhkekuasaan lain). Kedua, persamaan(tindakan yang berwenang diatur undang-undang dalam arti materiil, serta pemisahankekuasaan). Ketiga, demokrasi (hak  memilihdan dipilih, peraturan badan yangberwenang ditetapkan parlemen, sertaparlemen mengawasi tindakan pemerintah).Keempat, pemerintah untuk rakyat (hak
16 Fadjar A.  Mukthi. Tipe Negara Hukum,(Malang: Bayumedia Publishing), 2004, hal 52.17 Azhary. Negara Hukum Indonesia,(Jakarta: UI-Press),  1995,  hal  23.18Ibid, hal 34.
asasi manusia dijamin Undang-UndangDasar, dan pemerintah secara efektif danefisien).19Mukthie Fadjar menyatakan bahwasyarat mutlak dan ciri khas negara hukum,yakni asas pengakuan serta perlindunganhak asasi manusia, asas legalitas. 20 Daripelbagai pandangan di atas dapat dipahamibahwa eksistensi Indonesia sebagai negarahukum teridentifikasi dalam UUD.’45, yangsecara eksplisit tercantum dan tersebardipelbagai pasal-pasal, yaitu : Pasal 1 ayat(2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1),  Pasal 27ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 28 A,Pasal 28B, Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2),Pasal 28 F, Pasal 28 G, Pasal 28 H ayat (1),(2), (3) dan Pasal 28 I ayat (1), (2), (5) danPasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945.Pasal- Pasal tersebut, secara umummerupakan manifestasi dari suatu cirinegara hukum, adapun secara khusussebagai landasan hukum ketenagakerjaan,terutama pada ketentuan Pasal 27 ayat (2),Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28Hayat (3), dan Pasal 28I (2) UUD’45. Dengandemikian dapat dinyatakan bahwa hukumketenagakerjaan sebagai norma hukum yangbersifat normatif, dan merupakan landasanhukum dalam hubungan (kerja) industrial,sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuanUUD. 1945, yang selanjutnya diterbitkannyaUndang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, berdasar ketentuan Pasal 5(1), jo. Pasal 20 ayat (2), jo. Pasal 27 ayat (2),jo. Pasal 28, jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berkarakterkepastian hukum, serta keadilan sebagai cirinegara hukum.Asas kepastian hukum sebagai cirinegara hukum diatur pula dalam hukumpidana   Pasal 1 (1) KHUP, berbunyi : “Tiada
19 TH. Hutagalung, Hukum dan Keadilan
dalam Pemikiran Filsafat Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, Disertasi, Fakultas HukumUniversitas Pajajaran, Bandung, 1995. hal 88.20 Fadjar A.  Mukthi, Op.Cit, hal. 43.
Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016 ISSN No: 1979 – 8652
161
suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali ataskekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatandilakukan”. Asas hukum (legalitas) dalamarti sempit dikenal dengan adagium :“Nullum Delictum, Nulla Poena, Sine Praevia
Lege Poenale”, sedangkan dalam makna luas(meliputi hukum acara pidana), Jaksa wajibmenuntut semua orang yang dianggap telahcukup alasan bahwa ia telah melanggarhukum”.
B. Tujuan Pengaturan Secara Normatif
Perihal Hubungan KetenagakerjaanBagaimana dengan hukumketenagakerjaan yang mempunyai dua ranahhukum, yakni hukum bersifat publik danprivat. Dalam hal ini, seperti yang telahdiuraikan sekilas di atas, bahwa hukumketenagakerjaan mempunyai sifat protektif,daya paksa dan pemberian sanksi,sedangkan pada ranah privat ada hubunganhukum yang bersifat kontraktual dalamrangka melakukan kegiatan produksiberdasarkan asas keseimbangankepentingan.Sebagaimana halnya hukum yanglain, hukum ketenagakerjaan mempunyaifungsi dan tujuan untuk menjaga ketertibanmasyarakat, khususnya hubungan antarapengusaha dengan pekerja dalam kegiatanproses produksi barang dan jasa, yangmengandung serta mencerminkan nilaikepastian hukum, nilai kegunaan (manfaat),dan nilai keadilan. Di sini ketiga nilaitersebut sebagai pilar-pilar yang melandasitegaknya hukum ketenagakerjaan, dansekaligus sebagai tujuan hukumketenagakerjaan.21Sebagaimana diketahui bahwa salahsatu elemen negara hukum adanya hak asasimanusia sebagai hak dasar, yang secaraalamiah telah melekat pada diri manusiasejak ia lahir dan tidak dapat dicabutsedemikian rupa, jika dicabut hak tersebut
21 Majda El-Muhtoj. Hak Asasi Manusia
Dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta: PrenadaMedia), 2005, hal 66.
maka kehadirannya  dalam ranah sosial akanhilang eksistensinya sebagai manusia. Hal inisesuai pernyataan  Wolhoff, bahwa sejumlahhak yang seakan-akan berakar dalam tabiatsetiap oknum pribadi manusia justru karenakemanusiaannya yang tidak dapat dicabutoleh siapapun karena bila dicabut hilang jugakemanusiaannya itu”.22Masuknya rumusan hak asasimanusia dalam UUD 1945, sebagai jaminanadanya penghormatan dan perlindunganterhadap harkat dan martabat manusia,selain itu sebagai salah satu syarat untukterpenuhinya unsur negara hukum.Demikian pula hukum sebagai sarana untukmencapai ketertiban, kesejahteraan, dankeadilan dalam mengatur mengenai hakwarga harus dapat menunjukkan jaminanperlindungan hak atas pekerjaan yang layak,bebas memilih pekerjaan, hak atas syarat-syarat ketenagakerjaan, hak atas upah yangadil serta syarat-syarat perjanjian kerjaproposional. Hak yang lain, mendirikanserikat pekerja serta tidak boleh untukmenghambat para pekerja sebagaianggotanya.23Dalam mendukung prinsip hak asasi,John Rawls, melalui karyanya A Theory of
Justice, menyatakan bahwa: Pertama,prinsip-prinsip umum keadilan mendasaripelbagai  keputusan moral ; Kedua, citakeadilan terletak pada struktur sosial(masyarakat), seperti :  lembaga sosial,politik, hukum, ekonomi. Strukturmasyarakat, meliputi konstitusi, pemilikanpribadi atas sarana/ prasarana produksi,pasar kompetitif yang membutuhkan kerjasama semua pihak. Ketiga, prinsip kebebasanyang sama bagi semua orang (kebebasandalam memperjuangkan hak dan/ataukepentingan hukum), yang di dalamnyaterkandung aspek perbedaan dan
22Ibid, hal. 67.23 EW. Pujirahayu PemberdayaanMasyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum,(Semarang: FH. Universitas Diponegoro), 2001,hal 67.
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persamaan, yakni prinsip perbedaan sosialserta ekonomi harus diatur agarmemberikan manfaat yang paling besar bagimereka yang paling kurang beruntungseperti kesejahteraan, pendapatan danotoritas, sedang prinsip persamaan, yakniberkeadilan atas kesempatan. Hal inibermakna bahwa setiap orang mempunyaihak dan kesempatan yang sama untukmendapatkan kebebasan sesuai denganprinsip hak asasi manusia).24Dari uraian tersebut di atas, dapatdijelaskan bahwa masuknya rumusan hakasasi manusia dalam UUD 1945menunjukkan adanya jaminan hukum, dandemokrasi sebagai suatu opsi dalam sistempemerintahan dan merupakan manifistasidari pelaksanaan HAM.
C. Penegakan Hukum Pidana di Bidang
Ketenagakerjaan di Pengadilan Negeri
Lubuk PakamBerdasarkan Putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor1661/Pid.B/2015/PN.Lbp, maka dapatdilihat terdakwa dikenakan hukumanbersalah karena telah terbukti melakukanpidana “Ketenagakerjaan”sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 90ayat (1) Jo Pasal 185 UU No. 13 Tahun2003tentangKetenagakerjaan. Oleh sebabterdakwa telah terbukti maka terdakwadikenakan sanksi pidana Penjara selama 2(dua) tahun penjara dan dendaRp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan.Terbuktinya tindak pidana yangdilakukan terdakwa disebabkan sewaktuberjalannya pemeriksaan di depan majelishakim, unsur-unsur yang didakwakankepada terdakwa telah terbukti di depanpersidangan.  Adapun unsur tersebut adalahsebagai berikut: “Pengusaha DilarangMembayar Upah Lebih Rendah Dari UpahMinimum Sebagaimana Dimaksud Dalam
24 Majda El-Muhtoj. Op.Cit, hal. 69.
Pasal 89”.Pasal 1 angka (5) UU No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkanbahwa Pengusaha adalah :a. Orang perseorangan, persekutuan, ataubadan hukum yang menjalankan suatuperusahaan milik sendiri.b. Orang perseorangan, persekutuan, ataubadan hukum yang secara berdiri sendirimenjalankan perusahaan hukummiliknya.c. Orang perseorangan, persekutuan, ataubadan hukum yang berada di Indonesiamewakili perusahaan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan b yangberkedudukan diluar wilayah Indonesia.Pasal 1 angka (6) UU No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkanbahwa Perusahaan adalah :a. Setiap bentuk usaha yang berbadanhukum atau tidak, milik orangperseorangan, milik persekutuan ataumilik badan hukum,  baik milik swastamaupun milik negara yangmemperkerjakan pekerja/buruh denganmembayar upah atau imbalan dalambentuk lain.b. Usaha usaha sosial dan usaha-usaha lainyang mempunyai pengurus danmemperkerjakan orang lain denganmembayar upah atau imbalan dalambentuk lain.Berdasarkan fakta hukum yangterungkap di persidangan diketahui bahwaterdakwa merupakan Direktur PT. KaruniaMakmur yang beralamat di Jalan Batang KuisGang Harapan Nomor 88 Dusun X DesaBangun Sari Baru Kecamatan TanjungMorawa Kabupaten Deli Serdang yangbergerak dibidang perkayuan, dihubungkandengan Petikan Keputusan Bupati DeliSerdang Nomor IZ.536/DU-IM/1408/081/IX/2014 tertanggal 29September 2014, Surat KeteranganPendaftaran Ulang Izin Gangguan TempatUsaha Perusahaan Industri Nomor503.530.08/4580 dan Izin MendirikanBangunan Nomor503/1767/DPPWP/DS/2004 tertanggal 10Oktober 2004, diketahui memang benarterdakwa merupakan Direktur PT. KaruniaMakmur.Ahli Dedi Harianto, menerangkanbahwa menurut Pasal 98 Undang-undang
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Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, disebutkan bahwa direktur/direksimewakili perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan, oleh karena KaruniaMakmur adalah merupakan perusahaan yangberbentuk Perseroan Terbatas, makadirekturlah yang mewakili perseroan didalam Pengadilan, dalam hal ini terdakwabukanlah bertindak dalam kapasitasnyasebagai pribadi melainkan kapasitasnyasebagai direktur yang mewakili PT. KaruniaMakmur.Berdasarkan rangkaianpertimbangan hukum tersebut diatas,dengan dihubungkan pada ketentuan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,maka Majelis Hakim berpendapat bahwaterdakwa adalah pengusaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 90 UU No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut.Selanjutnya Pasal 1 angka (30) UUNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanmenyebutkan bahwa Upah adalah hakpekerja/buruh yang diterima dan dinyatakandalam bentuk uang sebagai imbalan daripengusaha atau pemberi kerja kepadapekerja/buruh yang ditetapkan dandibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan daripekerja/buruh dan keluarganya atas suatupekerjaan dan/atau jasa yang telah atauakan dilakukan.Dari pengertian tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat untukmenentukan upah yang harus dibayarkankepada pekerja/buruh adalah berdasarkankepada perjanjian kerja, kesepakatan atauperaturan perundang-undangan.Didalam hukum perburuhan itusendiri juga diatur perihal perselisihanhubungan industrial, yaitu mengenaiperselisihan hak, perselisihan kepentingan,perselisihan pemutusan hubungan kerja danperselisihan antar serikat pekerja/serikatburuh dalam suatu perusahaan, yangmanaperselisihan hubungan industrial tersebutdiatur dalam Undang-undang No.2 tahun2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, yangmana Undang-undang No.2 tahun 2004 sifatnya lex
specialist terhadap Undang-undang No. 13Tahun 2003, dan khusus terhadapperselisihan hak, dapat ditempuh melalui
perdata maupun pidana, dimana bisaterlebih dahulu ditempuh jalur perdata barupidana, atau sebaliknya atau bisa secarabersamaan ditempuh jalur perdata maupunpidananya, akan tetapi oleh karena didalamUndang-undang No. 13 Tahun 2003 diatursecara normatif pelanggaran terhadappembayaran upah dibawah upah minimumyang telah ditentukan adalah merupakansuatu kejahatan, maka bagi pelaku haruslahdituntut secara pidana.Berdasarkan fakta hukum yangterungkap di persidangan, diketahui bahwaberdasarkan pelimpahan berkas dariKepolisian Daerah Sumatera Utara kepadaDinas Ketenagakerjaan dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang, kemudian DinasKetenagakerjaan dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang melakukanpengawasan yang dilakukan oleh saksi AliAkbar yang merupakan pengawasKetenagakerjaan pada kantor DinasKetenagakerjaan dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang, dan dari pertemuanyang dilakukan antara buruh/pekerjadengan perwakilan pihak PT. KurniaMakmur, diketahui bahwa PT. KurniaMakmur telah membayar upah lebih rendahdari upah minimum Sektor Kabupaten DeliSerdang, oleh karena sampai akhirpertemuan tidak didapatkan kesepakatan,antara buruh/pekerja dengan PT. KaruniaMakmur perihal pembayaran kekuranganupah tersebut, maka kemudian saksi AliAkbar membuat dan menandatanganiLaporan Kejadian NomorLK/02/DTKTR/PPNS/2014 tertanggal 21Mei 2014. Dengan menghubungkan kepadaketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 39Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 19 Tahun 2010 tentang JabatanFungsional Pengawas Ketenagakerjaan danAngka Kreditnya, menyebutkan bahwa“Rincian Kegiatan PengawasKetenagakerjaan pertama yang dinilai adalahmelaksanakan penyidikan tindak pidanaperaturan perundang-undanganketenagakerjaan dengan membuat laporankejadian tindak pidana”. Dengan demikianMajelis Hakim berpendapat bahwa saksi AliAkbar yang merupakan pengawasKetenagakerjaan pada kantor DinasKetenagakerjaan dan Transmigrasi
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Kabupaten Deli Serdang, memilikikewenangan untuk membuat laporankejadian atas tindak pidana perkara aquo.Rangkaian pertimbangansebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat terdakwa mengakui bahwatelah melakukan perbuatan membayar upahlebih rendah dari upah minimum SektorKabupaten Deli Serdang, sebagaimana yangdimaksud dalam ketentuan Pasal 89 jo Pasal90 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yangmana dengan mengacu kepada ketentuanPasal 185 Undang-undang No. 13 Tahun2003, perbuatan tersebut memiliki sanksipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahundan paling lama 4 (empat) tahun dan/ataudenda paling sedikit Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan paling banyakRp.400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah), dimana menurut Majelis Hakimalasan situasi dan kondisi perusahaan padasaat itu yang tidak mampu memberikanupah sesuai dengan ketentuan tersebut,bukanlan merupakan alasan pemaaf maupunpembenar bagi terdakwa untuk melakukanperbuatan tersebut, maka dengan demikianMajelis hakim berpendapat bahwa perkaraaquo bukanlah perihal PerselisihanHubungan Industrial, melainkan murnitindak pidana yang secara normatif diaturdalam  Undang-undang No. 13 Tahun 2003.Sedangkan dalam PutusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor1662/Pid.B/2015/PN.Lbp maka dapatdilihat bahwa penegakan hukum yangdilakukan terhadap bahwa terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidanaMembayar Upah Dibawah KetentuanMinimum Sektor Kabupaten Deli Serdang.Dengan terbuktinya terdakwa makaterdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun. Hanya saja pidana tersebuttidak perlu dijalani kecuali dikemudian hariada perintah lain dari Hakim karenaterdakwa melakukan tindak pidana sebelumhabis masa percobaan 2 (dua) tahun.Dalam perkara ini Terdakwadidakwa oleh Penuntut Umum dengansusunan dakwaan tunggal yaitu melanggarketentuan Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 UUNo. 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanJo Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/39/KPTS/Tahun 2010
tanggal 01 Februari 2010 tentang UpahMinimum Sektor Kabupaten Deli SerdangTahun 2010 Jo Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor :188.44/155/KPTS/Tahun 2011 tanggal 28Februari 2011 tentang Upah MinimumSektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011Jo Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/73/KPTS/Tahun 2012tanggal 30 Januari 2012 tentang UpahMinimum Sektor Kabupaten Deli SerdangTahun 2012 Jo Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor :188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18Januari 2013 tentang Upah Minimum SektorKabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yangunsur-unsurnya adalah sebagai berikut:Pengusaha Dilarang Membayar Upah LebihRendah Dari Upah Minimum SebagaimanaDimaksud Dalam Pasal 89.Terhadap unsur tersebut MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:“Pengusaha Dilarang Membayar Upah LebihRendah Dari Upah Minimum SebagaimanaDimaksud Dalam Pasal 89”.Perihal upah minimum berdasarkansektor pada wilayah provinsi ataukabupaten/kota telah diatur tersendiridengan Keputusan Gubernur SumateraUtara, dan dihubungkan dengan PT. AsiaRaya Foundry yang bergerak dibidangpengecoran logam, maka menurutKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/39/KPTS/Tahun 2010 tanggal 01Februari 2010 tentang Upah MinimumSektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010yang memutuskan Upah Minimum SektoralKabupaten Deli Serdang Tahun 2010 untukSektor Industri Pembuatan Barang dari Besiatau Logam sebesar Rp.1.160.850,00 (satujuta seratus enam puluh ribu delapan ratuslima puluh rupiah) perbulan, sedangkanmenurut Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/155/KPTS/Tahun2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang UpahMinimum Sektor Kabupaten Deli SerdangTahun 2011 yang memutuskan UpahMinimum Sektoral Kabupaten Deli SerdangTahun 2011 untuk Sektor IndustriPembuatan Barang dari Besi atau Logamsebesar Rp.1.275.300,00 (satu juta dua ratustujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah)perbulan, selain itu menurut KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor :
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188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Upah Minimum SektorKabupaten Deli Serdang Tahun 2012 yangmemutuskan Upah Minimum SektoralKabupaten Deli Serdang Tahun 2012 untukSektor Industri Pembuatan Barang dari Besiatau Logam sebesar Rp.1.419.000,00 (satujuta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah)perbulan, sedangkan menurut KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tanggal 18Januari 2013 tentang Upah Minimum SektorKabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yangmemutuskan Upah Minimum SektoralKabupaten Deli Serdang Tahun 2013 untukSektor Industri Pembuatan Barang dari Besiatau Logam sebesar Rp.1.760.000,00 (satujuta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)perbulan.Walaupun untuk menentukan upahyang harus dibayarkan kepadapekerja/buruh adalah berdasarkan kepadaperjanjian kerja, kesepakatan atau peraturanperundang-undangan, akan tetapi apabilaternyata perjanjian kerja tersebutbertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka menurut ahliAgusmidahapabila upah yang harusdibayarkan oleh perusahaan kepadaburuh/karyawan yang tercantum dalamPerjanjian Kerja bertentangan denganketentuan yang berlaku, maka PerjanjianKerja tersebut batal demi hukum, yang manasecara tegas disebutkan dalam Pasal 51 danPasal 91 Undang-undang No. 13 Tahun 2003tersebut.Dari itikad baik terdakwa yang telahmembayar kekurangan upah kepada 17(tujuh belas) pekerja/buruh tersebut,menurut hemat Majelis Hakim, secara tidaklangsung terdakwa mengakui bahwa telahmengakui telah melakukan perbuatanmembayar upah lebih rendah dari upahminimum Sektor Kabupaten Deli Serdang,sebagaimana yang dimaksud dalamketentuan Pasal 89 jo Pasal 90 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yang manadengan mengacu kepada ketentuan Pasal185 Undang-undang No. 13 Tahun 2003,perbuatan tersebut memiliki sanksi pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun danpaling lama 4 (empat) tahun dan/atau dendapaling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dan paling banyak
Rp.400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah), dengan demikian Majelis hakimberpendapat bahwa perkara aquo bukanlahperihal Perselisihan Hubungan Industrial,melainkan murni tindak pidana yang secaranormatif diatur dalam  Undang-undang No.13 Tahun 2003 ;Berdasarkan apa yang telahdiuraikan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur “PengusahaDilarang Membayar Upah Lebih Rendah DariUpah Minimum Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 89” telah terpenuhi ada dalamperbuatan terdakwa.
V. Penutup
A. Kesimpulan1. Kebijakan Hukum Pidana TerhadapTindak Pidana Di BidangKetenagakerjaan adalah diaturnyaketentuan perihal masalah kepidanaandalam kaitannya dengan masalahketenagakerjaan di dalam peraturanperundang-undangan yang bersifatnasional yang bertujuan menjagasinkronisasi hubungan kerja antarapengusaha dan pekerja serta meletakkanfungsi pemerintah sebagai fungsiharmonisasi antara pengusaha denganpekerja.2. Tujuan pengaturan secara normatifperihal hubungan ketenagakerjaanadalah menjaga ketertiban jalinanhubungan kerja antara pekerja denganpengusaha. Dalam rangka menjagaketertiban, perlu pedoman berperilakuyang berbentuk hukum normatif(kepastian hukum), dan diarahkan padacita hukum, yaitu keadilan maupunkemanfaatan. Hukum ketenagakerjaandalam konstitusi hukum (Indonesia)merupakan implementasi dari falsafahdasar, yakni Pancasila dan teori dasar(UUD. 1945). Nilai dasar tersebutmempunyai aspek kepastian hukum,keadilan, kemanfaatan. Kepastian inisekaligus mencerminkan nilai keadilan,yang memberi kemanfaatan bagikelangsungan hidup pekerja danpengusaha dalam koridor perusahaan.3. Penegakan hukum pidana di bidangketenagakerjaan di Pengadilan Negeri
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Lubuk Pakam berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam telahdapat memberikan suatu kemanfaatandipenuhinya ketentuan perundang-undangan tentang ketenagakerjaankhususnya pada pasal-pasal yangberkaitan dengan ketentuan pidana.
B. Saran1. Hendaknya pemerintah terlebih dahulumengkedepankan mediasi dalammenjembatani perselisihan di bidangketenagakerjaan khususnya perselisihanantara buruh dan pengusaha.2. Kepada para hakim yang memutusperkara pidana perihak ketenagakerjaanhendaknya dapat melakukan tugasnyasecara lebih manusiawi denganmengedepankan semangat keadilan.3. Hendaknya pemerintah terusmengupayakan kebijakan hukumketenagakerjaan menjadi semakin baiklagi dan semakin memiliki dimensimelindungi kepentingan semua pihak.
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